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ABSTRAK

Sektor perbankan di Indonesia memegang peran vital sebagai pilar ekonomi dan
lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan nasabah. Prinsip
kerahasiaan bank, yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998, esensial
untuk melindungi privasi nasabah. Namun, pelanggaran kerahasiaan data nasabah
oleh karyawan bank masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian dan mengikis
kepercayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum
hak privasi nasabah, akibat hukum pelanggaran kerahasiaan data oleh karyawan
bank, serta pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pd/2021. Menggunakan ‘metode
penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis,
studi ini menemukan bahwa hak privasi nasabah memiliki perlindungan berlapis
dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran kerahasiaan data oleh
karyawan bank menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan sanksi
ketenagakerjaan. Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, unsur PMH
(perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal) secara
substantif terpenuhi akibat penyerahan data tanpa prosedur sah dan kelalaian bank.
Meskipun demikian, Mahkamah Agung mengabaikan aspek perdata ini dengan
mengalihkan perkara ke Pengadilan Pajak, yang berpotensi menciptakan preseden
melemahkan perlindungan hak privasi nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Privasi Nasabah, Rahasia Bank, Perbuatan
Melawan Hukum, Putusan Kasasi.

Disetujui oleh:
Pembimbing Utama, / Pembimbing Pembantu,
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NIP. 197307281998021001 NIP. 199212072022031010
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan
yang signifikan, dengan didorongnya berbagai macam inovasi dan
pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa keuangan seperti bank memegang peranan
penting dalam perekonomian dengan menyediakan kegiatan perkreditan, dan
berbagai jasa yang diberikan bank yang melayani kebutuhan pembiayaan
serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor
perekonomian.! Lembaga perbankan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan, baik melalui penyediaan fasilitas kredit langsung kepada
individu maupun dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dari pihak lain,
serta memfasilitasi berbagai instrumen pembayaran, seperti giro.> Sebagai
bagian dari sektor jasa keuangan, bank memiliki peran penting dalam
mengumpulkan dana secara langsung dari masyarakat yang memiliki
kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang
membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh
karena itu, bank dikenal sebagai Lembaga Penyimpanan Keuangan (Financial
Depository Institution).

Perbankan memiliki peran krusial sebagai pilar utama yang

menggerakkan dan menopang perekonomian nasional. Hal ini bertujuan

' Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Sitra Aditya, Jakarta, 1993,
hlm.1

2 Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999,
hlm.1

3 Joshua Yindenaba Abor et al., Money and Banking in Africa, Springer, 2019, him.3



untuk mencapai tujuan utama perbankan nasional, yaitu mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi, serta mencapai stabilitas nasional untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia, sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.*
Perbankan turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan nasional
dengan berperan sebagai agen pembangunan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan
tidak hanya berfokus pada pencarian laba atau keuntungan semata. Hal ini
terlihat dari penyaluran kredit komersial yang sebagian dialokasikan kepada
korporasi untuk mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan
infrastruktur, jalan raya, perumahan, dan proyek pembangunan lainnya.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, bank senantiasa terikat
dengan nasabah sebagai pengguna layanan Bank.’

Nasabah menempati posisi sentral dalam kajian kepuasan dan kualitas
jasa perbankan. Oleh karena itu, peran nasabah menjadi fundamental dalam
mengevaluasi kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang disajikan
oleh bank. Guna mengkreasi kepuasan nasabah, institusi perbankan wajib

merancang dan mengelola sistem yang efektif untuk akuisisi dan retensi

4 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182
Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 4.

5 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182
Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 Angka 16.



nasabah.® Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki kewajiban untuk
menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan prinsip dasar bagi
keberlangsungan operasional bank.

Keberadaan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan
nasabah, yang ditunjukkan melalui penyimpanan dana dalam bentuk
simpanan, yang kemudian digantikan dengan buku tabungan atau bilyet
deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dana yang disimpan.
Nasabah memiliki keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola dengan baik
oleh bank sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak akan disalahgunakan.’

Kepercayaan dalam dunia perbankan adalah pondasi yang menentukan
keberhasilan interaksi antara bank dan nasabahnya. Ini berkaitan erat dengan
prinsip kerahasiaan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum
perbankan di Indonesia. Prinsip kerahasiaan bank, atau yang dikenal dengan
Bank Secrecy Law, mengharuskan bank untuk merahasiakan segala informasi
yang berkaitan dengan nasabah dan simpanannya. Hal ini tidak hanya
melindungi privasi nasabah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap sistem perbankan. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan ini diatur dalam
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa
bank wajib merahasiakan informasi tentang nasabah penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan oleh Undang-

¢ Kurniati Karim, Aspek Kepuasan Nasabah Berdasarkan Kualitas Jasa Perbankan, CV.
Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, him.31-32
" Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 35.



Undang.® Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut meliputi
integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus dalam aspek
manajerial dan teknis perbankan, kondisi kesehatan bank yang bersangkutan,
serta kepatuhan bank terhadap kewajiban dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, cakupan
konsep rahasia bank sangat luas. Menurut Perpu Nomor 23 Tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992, rahasia bank pada dasarnya meliputi informasi penyimpanan
dana dan penerimaan kredit oleh nasabah, serta aktivitas terkait sistem
pembayaran. Namun, terdapat perbedaan pengertian dan ruang lingkup
rahasia bank antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Melihat kondisi tersebut, revisi dan
penyempurnaan regulasi perbankan dilakukan untuk mendukung
keberlanjutan dan peningkatan pembangunan, serta untuk mampu
mengakomodasi perkembangan kebutuhan layanan perbankan. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur kerahasiaan bank secara luas,
melindungi tidak hanya informasi dan kondisi keuangan nasabah debitur atau
peminjam. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
mempersempit ruang lingkup kerahasiaan bank, membatasi kewajiban

kerahasiaan hanya pada informasi dan kondisi keuangan nasabah penyimpan,

8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182
Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 40.
% Rani Sri Agustina. Rahasia Bank, Keni Media, Bandung, 2018, him.3



dan tidak mencakup informasi lain yang tidak diwajibkan untuk dirahasiakan
oleh bank.!°

Terkait dengan kerahasiaan perbankan, Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 mengharuskan bank untuk menjaga kerahasiaan
informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali
sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
dan Pasal 44A. Ketentuan kerahasiaan bank ini juga berlaku bagi pihak-pihak
yang terafiliasi. Jika nasabah bank adalah penyimpan dana sekaligus debitur,
bank tetap wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dalam kapasitasnya
sebagai penyimpan dana.!!

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas
perlindungan data nasabah, pada kenyataannya, penyalahgunaan data pribadi
nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi.
Karyawan bank pun dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan
prinsip kerahasiaan bank.'?

Mengenai hal tersebut, salah satu contoh kasus yang berdasar dengan
pelayanan kebijakan bank adalah kasus perdata antara Lukas Thio, yang
merupakan nasabah, sebagai Penggugat, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ambon sebagai Tergugat I, yang dalam kasus ini diwakili oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Ambon, serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

10 7hid.

' Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182
Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 41-44.
12 Yahya Harahap, Hukum Perbankan Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan, Sinar

Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 120-125.



Tbk Cabang Ambon sebagai Tergugat II, yang dalam kasus ini diwakili oleh
Pejabat Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Ambon. Para Tergugat diduga merugikan Penggugat, yaitu Nasabah. '3

Di kasus ini Bank digugat secara perdata karena telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bank Negara Indonesia cabang Ambon
dituduh telah memberikan informasi nasabah tanpa izin dan melakukan
pemblokiran rekening tabungan milik Lukas Thio, pemblokiran rekening ini
dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan tidak sah. Meskipun
tindakan tersebut pada dasarnya diizinkan berdasarkan ketentuan Pasal 41
ayat (1) Undang-Undang Perbankan, Bank tidak melaksanakannya sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Akibatnya, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Ambon, yang berlanjut hingga ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian
mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Ambon yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Ambon yang menyatakan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap saudara Lukas Thio. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1218 K/Pdt/2021 menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dan Kepala Cabang PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum oleh Mahkamah Agung.

13 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1218 K/Pdt/2021, tanggal 24
Juni 2021.



Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021 menyoroti
beberapa isu dan ketimpangan terkait hak privasi nasabah. Salah satu isu
utama adalah tindakan pemblokiran rekening oleh PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon atas permintaan dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Pemblokiran ini dilakukan tanpa
pemberitahuan yang memadai kepada nasabah, yang dalam hal ini adalah
Lukas Thio. Ketidaktransparanan dalam proses ini menimbulkan
ketimpangan, karena nasabah tidak diberikan kesempatan untuk membela diri
atau mengetahui alasan spesifik di balik tindakan tersebut. Selain itu,
meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut sah dan
sesuai prosedur, dari perspektif nasabah, tindakan ini dianggap melanggar hak
privasi dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Hal ini
menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan otoritas pajak
dan hak-hak individu nasabah dalam konteks penegakan hukum perpajakan.

Di Indonesia, pelanggaran terhadap kerahasiaan bank dianggap sebagai
tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa denda, hukuman pidana,
atau sanksi administratif. Pada dasarnya, pembocoran kerahasiaan bank
melanggar ketentuan perlindungan dan jaminan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, yang pada akhirnya merugikan nasabah bank. Oleh
karena itu, konsep ‘“Perbuatan Melawan Hukum” dalam hukum perdata juga
berlaku dalam kasus ini.'* Dalam konteks perpajakan, bank berwenang untuk

membekukan dan mengungkapkan data pribadi pelanggan, yang merupakan

" Yunus Husein, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Pustaka Juanda Tiga Lima,
Jakarta, 2010, hlm.37



pengecualian dari kebijakan kerahasiaan bank yang diatur oleh undang-
undang perbankan. Meskipun demikian, ada prosedur tertentu yang harus
diikuti. Jika prosedur ini tidak dijalankan dengan benar, bank dapat diminta
untuk bertanggung jawab.

Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari pelanggaran
kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, skripsi ini
mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap hak privasi nasabah,
mengingat Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa pelanggaran
kerahasiaan bank merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi berupa
penjara dan denda sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH
DALAM KASUS PELANGGARAN KERAHASIAAN OLEH
KARYAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) (STUDI
PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1218

K/PDT/2021)”.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi nasabah pada

kerahasiaan data nasabah oleh karyawan Bank?

2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh

karyawan bank dalam kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor

1218 K/Pdt/2021, dan apakah unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) terpenuhi dalam putusan tersebut?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum
terhadap hak privasi nasabah dalam menjaga kerahasiaan data oleh
karyawan bank di Indonesia.

2. Untuk menganalisi akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran
kerahsiaan data nasabh oleh karyawan bank berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Untuk menganalisis pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) dalam kasus pelanggaran kerahsiaan data nasabah oleh
karyawan bank berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1218 K/Pdt/2021.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
perdata terkait hak privasi dan kerahasiaan data nasabah serta

memberikan analisis yang mendalam mengenai unsur-unsur PMH dalam
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konteks pelanggaran kerahasiaan data nasabah, dan memberikan evaluasi

terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia dalam melindungi data nasabah.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kegunaan

yang dapat diperoleh:

a.

Bagi Bank Umum, Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan
panduan bagi bank untuk memperkuat mekanisme perlindungan
data nasabah, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran
kerahasian oleh pihak internal;

Bagi Nasabah, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran nasabah tentang hak-hak privasi serta perlindungan
hukum yang tersedia, sehingga dapat lebih waspada terhadap
pelanggaran data pribadi;

Bagi Masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya kerahasiaan
data pribadi serta implikasi hukum dari pelanggarannya.

Bagi Pemerintah, Pemerintah dapat memastikan bahwa bank-bank
mematuhi regulasi yang berlaku, seperti UU Perbankan dan UU
Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum atas pelanggaran
kerahasiaan data nasabah akan mendorong bank untuk lebih

berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi.
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E. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak
privasi nasabah dan kerahasiaan bank di Indonesia yang berkaitan dengan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021.
F. Kerangka Teori
Dari perspektif teori hukum, ilmu hukum terbagi menjadi tiga lapisan
utama: dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ketiga lapisan ini
mendukung praktik hukum dengan karakteristik dan metode yang unik
masing-masing. Masalah metode dalam ilmu hukum merupakan bagian dari
kajian teori hukum. Dengan pendekatan objektif seperti yang disebutkan di
atas, dapat ditentukan metode yang paling tepat untuk mengkaji ilmu
hukum.!> Kerangka teoritis dalam penelitian hukum dapat dibangun dengan
menggunakan metode klasifikasi. Penulis memulai dengan memilih ruang
lingkup yang akan diteliti, kemudian melakukan inventarisasi terhadap ruang
lingkup tersebut.!®
Dalam konteks ini, teori hukum merupakan kajian mengenai sifat-sifat
esensial dalam hukum yang umum terdapat dalam berbagai sistem hukum.
Salah satu fokus kajiannya adalah analisis terhadap elemen-elemen hukum
yang membedakannya dari aturan standar lainnya yang bukan hukum. Teori

ini menjadi bagian integral dari struktur penulisan dalam penelitian ini.

15 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, DOTPLUS Publisher, Riau,
2022, hlm.21

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul press, Jakarta, 1986, hlm.129
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Kerangka teoritis yang diangkat disusun sedemikian rupa agar dapat

membentuk kerangka berpikir yang sistematis.!” Adapun teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada rakyat,
terutama kelompok yang lemah, dan senantiasa bertujuan untuk
mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural atau
formalistik. Karena "perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak
asasi yang dirugikan oleh pihak lain"!'¥, hukum harus membantu mereka
yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai
keadilan sosial, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/2021
adalah contoh penting dari konflik antara otoritas negara dan hak individu,
terutama dalam hal privasi nasabah bank. '°
Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak individu untuk

merasa aman dan terlindungi secara hukum. Hak ini telah diatur dalam
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum,
menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan komitmen negara terhadap
prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945 menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah

7 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.1-2

18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti , 2000, hlm.15

19 Nur Adi Kumala Dewi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia
Berada Pada Pihak Ketiga, Jurnal Repertorium, 11.2, 2015, hal. 60
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harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang juga menjamin bahwa hak
dan kewajiban warga negara diatur dalam kerangka hukum yang jelas dan
adil.?°
Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat didefinisikan
sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum.
Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keberhasilannya dijamin oleh sanksi yang
bersifat memaksa. Lebih lanjut, beliau mengklasifikasikan perlindungan
hukum menjadi dua jenis, yaitu:?!
a. Perlindungan Hukum Preventif
Pemerintah memberikan perlindungan yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diatur dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah
pelanggaran serta menetapkan pedoman atau batasan dalam
pelaksanaan kewajiban. Jika dilihat lebih jauh, pemblokiran tanpa
pemberitahuan menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum
preventif diabaikan, perlindungan hukum ini memungkinkan orang
untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan yang merugikan

mereka diberlakukan.

20 Ermansjah Djaja, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm.10
2l Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta,

2003, hlm. 13-14.
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b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan
terakhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, hukuman
penjara, dan hukuman tambahan lainnya, yang diterapkan ketika telah

terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.?

2. Teori Akibat Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, akibat hukum terjadi karena
sistem hukum secara yuridis merespons terjadinya situasi hukum baik itu
terjadi secara sukarela maupun secara alami. Dalam konsep Jazim, setiap
norma hukum akan menimbulkan akibat hukum ketika kondisi yang telah
ditetapkan oleh sistem hukum terpenuhi.?> Hukum menjembatani antara
norma hukum dengan kenyataan sosial melalui pemberian status hukum
tertentu kepada semua peristiwa dan tindakan. Teori akibat hukum
menjadi penting dalam rangka memahami bahwa sistem hukum tidak
hanya memuat larangan dan perintah, tetapi juga menciptakan transformasi
status hukum subjek atau objek hukum sebagai konsekuensi logis dari
berlakunya norma.?*

Secara lebih sistematis, Sudikno Mertokusumo membagi akibat

hukum menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi

tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina llmu, Surabaya, 1987, him. 29-30.

23 Jazim Hamidi, Teori Hukum dan Dinamika Perundang-undangan di Indonesia, Setara

Press, Malang, 2011, hlm. 87.

24 Ibid., hlm. 88.
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a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum
Akibat hukum muncul ketika hukum menetapkan keadaan
spesifik yang apabila dipenuhi akan menyebabkan perubahan dalam
status hukum. Konsep keadaan hukum mengacu pada status hukum
seseorang atau suatu objek hukum yang bergantung pada kondisi
normatif.?®> Akibat hukum mencakup peningkatan hak dan kewajiban
serta penurunan kapasitas atau posisi hukum seseorang dalam
masyarakat hukum. Suatu status hukum dapat berubah secara otomatis
karena waktu berjalan, peristiwa alami, serta keputusan pihak
berwenang.
b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum
Jenis akibat hukum kedua berkaitan dengan hubungan antara
dua atau lebih subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban satu
sama lain sesuai dengan peraturan hukum.?® Hubungan ini bersifat
normatif dan timbal balik, yang berarti bahwa keberadaannya
menciptakan keterikatan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-
masing pihak. Jenis akibat hukum ini bersifat dinamis karena dapat

diubah atau dihapus sesuai dengan peraturan hukum.?’

25 Jazim Hamidi, Hukum Sebagai Sistem: Pendekatan Teori dan Praktik, Setara Press,
Malang, 2015, hlm. 93-94.

26 Ibid., hlm. 95.

27 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Suatu
Perspektif Perundang-undangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51.
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c. Lahirnya sanksi hukum terhadap pelanggaran norma

Jenis ketiga dari akibat hukum adalah sanksi atau hukuman

yang diberikan oleh negara atau otoritas hukum kepada individu yang

melanggar hukum. Sanksi ini adalah hasil dari sifat normatif hukum

yang wajib dan mengikat, dan tergantung pada jenis norma yang

dilanggar, mereka dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau

administratif. Dalam situasi ini, konsekuensi hukum tidak lagi bersifat

deklaratif tetapi represif, dengan tujuan mengoreksi, memulihkan, atau

menghukum tindakan yang menyimpang dari aturan. Sanksi hukum

menunjukkan bahwa hukum melindungi hak dan kebebasan serta

kepentingan umum melalui mekanisme pembalasan atau pemulihan
kerugian.?8

Ketiga jenis konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum

tidak hanya bersifat normatif teoretis tetapi juga berguna dalam kehidupan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sangat penting untuk memahami jenis akibat

hukum ini saat membangun argumentasi yuridis dalam berbagai kasus karena

akan membantu dalam menentukan posisi hukum para pihak, legitimasi hubungan

hukum, dan dasar untuk pengenaan tanggung jawab hukum. Misalnya, dalam hal

perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi konsumen, memahami teori

akibat hukum memungkinkan untuk mengetahui apakah keadaan hukum atau

28 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 110-112.



17

hubungan hukum telah berubah, dan apakah pelanggaran norma menimbulkan
konsekuensi hukum yang nyata.?
3. Teori Rahasia Bank
Kerahasiaan informasi Nasabah yang disimpan oleh bank adalah
salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Nasabah. Ini
juga merupakan bagian penting dari membangun dan mempertahankan
kepercayaan publik terhadap bank. Hak privasi dan perlindungan hukum
atas data pribadi setiap orang adalah bagian penting dari perlindungan
administratif ini. Muhammad Djumhana mengemukakan dua teori utama
tentang rahasia bank dalam studi hukum perbankan3’:
a. Teori Rahasia Bank bersifat Mutlak

Menyatakan bahwa bank harus selalu menjaga kerahasiaan
data Nasabah, baik dalam situasi normal maupun tidak normal.
Artinya, dalam teori ini, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan
untuk memberikan data Nasabah kepada pihak ketiga. Perlindungan
ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

sistem perbankan dan stabilitasnya secara keseluruhan.?!

b. Teori Rahasia Bank bersifat Relatif

Sebaliknya, menurut teori rahasia bank yang relatif,
kerahasiaan data pelanggan dapat diabaikan dalam beberapa situasi,

terutama ketika ada kepentingan hukum atau kepentingan negara

2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 115-118

30 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2016, hlm. 2.

31 Rani Sri Agustina, op.cit., hlm. 20-25.
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yang lebih besar. Misalnya, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, bank dapat memberikan informasi tentang
klien mereka kepada penegak hukum atau otoritas pajak.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian
normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji
norma atau kaidah hukum yang berlaku di Masyarakat melalu cara meneliti atau
hanya bahan hukum sekunder.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan metode yang diterapkan untuk
mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang dibutuhkan
dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam penelitian tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan
penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) merupakan
metode penelitian yang memanfaatkan regulasi dan legislasi sebagai dasar.
Pendekatan ini melibatkan pencarian peraturan perundang-undangan serta
peraturan tertulis lainnya yang relevan dengan isu hukum yang sedang

diteliti.??

32 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50-52.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah metode penelitian yang
diterapkan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan dengan
masalah hukum yang sedang dibahas, dengan menggunakan putusan-
putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum
tetap.>*> Pendekatan Kasus (Case Approach) yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 1218 K/PDT/2021.

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui
makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah
Peraturan perundang-undangan secara konseptual .>*

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer,
sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier:
a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen resmi yang berisi peraturan

atas keputusan hukum yang langsung berlaku. Untuk topik ini, sumber

primer meliputi:

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenademedia Group,
Jakarta, 2021, him.135.

3% Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Penerbit
Bayumedia Publishing, 2006, him 310.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526).
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 29/PDT/2020/PT AMB; dan
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10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/PDT/2021.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
literatur, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lain

yang relevan dengan perlindungan kerahasiaan nasabah bank.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber-sumber referensi lainnya yang
membantu dan memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep dasar
yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-
sumber ini akan mendukung dan menambah pemahaman analisis yang
lebih mendalam.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diadopsi oleh penulis adalah
melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini, penulis secara sistematis
mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Proses ini melibatkan pengumpulan berbagai jenis sumber hukum, termasuk
peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang
membahas isu-isu hukum yang serupa.’> Dengan menggunakan studi
kepustakaan, penulis dapat memperoleh pandangan yang komprehensif dan

mendalam tentang permasalahan hukum yang sedang dibahas, serta

35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.
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mendasarkan analisisnya pada berbagai sumber yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode diskriptif dimana bertujuan untuk
menggambarkan dan menjelaskan secara rinci setiap temuan yang relevan
dengan topik yang dibahas. Dalam upaya ini, penulis menyajikan deskripsi yang
mendalam dan terperinci mengenai berbagai aspek yang ditemukan selama
proses penelitian. Penulis juga mengintegrasikan bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang
komprehensif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode
penalaran yang menggabungkan fakta-fakta yang ada untuk membentuk sebuah
kesimpulan yang jelas. Penulis mengadopsi pendekatan induktif, yang dimulai
dengan mengamati fenomena-fenomena spesifik atau kejadian-kejadian
tertentu.’® Melalui analisis yang teliti, penulis kemudian menggeneralisasi
temuan tersebut untuk merumuskan kesimpulan yang lebih luas. Metode ini
memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara
data, serta menyusun argumentasi yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan data

spesifik yang dikaji, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1986, him. 51.
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